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ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada upaya global untuk mengurangi emisi
karbon dan memitigasi perubahan iklim melalui penerapan pajak karbon. Pajak
karbon diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam
mengendalikan emisi karbon, mendorong penggunaan teknologi ramah
lingkungan, dan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengukur potensi penerimaan pajak karbon serta menganalisis dampaknya
terhadap biaya operasional perusahaan di sektor energi dan transportasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik triangulasi
data, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang potensi penerimaan
pajak karbon serta dampak penerapannya pada perusahaan sektor energi dan
transportasi di Indonesia. Selain itu, wawancara dilakukan dengan dua informan
kunci, yaitu otoritas pajak dan akademisi/ konsultan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah emisi karbon yang dihasilkan
oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak stabil selama periode 2021-2023 yang
diakibatkan beberapa faktor seperti penerapan kebijakan dan teknologi baru,
pengurangan aktivitas industri, dan meningkatnya kesadaran lingkungan. Potensi
penerimaan pajak karbon diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun dengan asumsi
tarif Rp 30,00 per kgCO2e. Wawancara dengan Bapak Kusen, otoritas pajak,
mengungkapkan bahwa pengukuran dan pengawasan pajak karbon pada sektor
energi, khususnya PLTU, dapat dilakukan dengan akurat. Sementara itu, Bapak
Ubin, akademisi dan konsultan pajak, menekankan pentingnya pengukuran yang
ketat dalam penerapan pajak karbon. Dampak penerapan pajak karbon meliputi
peningkatan biaya operasional bagi perusahaan yang dapat mendorong adopsi
teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi melalui penggunaan energi
terbarukan, dan kemungkinan peningkatan harga barang dan jasa bagi konsumen.

Kata Kunci: Pajak karbon, Emisi karbon, Penerimaan pajak, Sektor energi
dan transportasi, Indonesia
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ABSTRACT

This research is based on global efforts to reduce carbon emissions and
mitigate climate change through the implementation of a carbon tax. Carbon tax
is expected to be one of the effective instruments in controlling carbon emissions,
encouraging the use of environmentally friendly technology, and increasing state
revenue. This study aims to measure the potential revenue of carbon tax and
analyse its impact on the operational costs of companies in the energy and
transportation sectors.

Using a qualitative method with data triangulation techniques, this study
provides an in-depth overview of the potential carbon tax revenue and the impact
of its implementation on energy and transport sector companies in Indonesia. In
addition, interviews were conducted with two key informants, namely tax
authorities and academics/tax consultants.

The results show that the amount of carbon emissions generated by these
companies is unstable during the 2021-2023 period due to several factors such as
the implementation of new policies and technologies, reduction of industrial
activities, and increasing environmental awareness. Potential carbon tax revenue
is estimated at IDR 6.31 trillion assuming a rate of IDR 30.00 per kgCO2e. An
interview with Mr Kusen, a tax authority, revealed that the measurement and
monitoring of carbon tax in the energy sector, especially PLTU, can be done
accurately. Meanwhile, Mr Ubin, an academic and tax consultant, emphasised the
importance of strict measurement in the implementation of carbon tax. The
impacts of carbon tax implementation include increased operational costs for
companies that may encourage the adoption of environmentally friendly
technologies, reduced emissions through the use of renewable energy, and the
possibility of increased prices of goods and services for consumers.

Keywords: Carbon tax, Carbon emissions, Tax revenue, Energy and
Transportation sector, Indonesia
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polusi udara adalah isu lingkungan yang semakin memburuk seiring
dengan meningkatnya emisi karbon dari berbagai sumber. Emisi karbon,
terutama dari aktivitas industri dan transportasi, berkontribusi signifikan
terhadap penurunan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Masalah ini
menjadi perhatian global karena dampak negatifnya tidak hanya dirasakan
secara lokal tetapi juga memiliki implikasi global. Dalam konteks ini,
perusahaan-perusahaan di sektor industri dan transportasi memiliki peran
penting dalam menyebabkan polusi udara, khususnya melalui proses produksi
dan penggunaan bahan bakar fosil. Menurut Cullis & Jones (1992), dampak
ini dikenal dengan eksternalitas negatif yang terjadi ketika keuntungan yang
diperoleh seseorang dipengaruhi oleh tindakan individu lain. Contohnya,
dalam hal polusi udara, kehadiran pabrik dapat menyebabkan lingkungan
tercemar dan tergenang limbah. Sebaliknya, eksternalitas dapat dikatakan
positif jika kegiatan ekonomi memberikan manfaat, seperti pembangunan
taman kota yang ditanami pepohonan untuk menyerap emisi karbon dioksida.

Berdasarkan Global Carbon Project (2023), pada tahun 2020 wabah
COVID-19 di dunia telah menyebabkan emisi CO: global menurun karena
adanya lockdown dan pembatasan lainnya. Tahun 2022, total emisi karbon

global dari bahan bakar fosil dan industri mencapai 37,15 miliar ton (GtCOz).



Emisi diperkirakan meningkat sebesar 1,1 persen di tahun 2023 dan mencapai

rekor tertinggi sebesar 37,55 GtCO- sesuai dengan Gambar 1.1.
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Sumber : Statista.com, diolah kembali oleh Peneliti tahun 2024
Gambar 1. 1 Total Emisi Karbon di Dunia (2015-2023)

Grafik pada gambar 1.1 ini menggambarkan peningkatan secara
berkelanjutan dalam emisi karbon. Hal ini memerlukan adanya kebijakan
mitigasi yang efektif. Untuk menghadapi tantangan ini, kebijakan fiskal
seperti pajak karbon menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Pajak Pigovian
yang diadopsi dari teori ekonomi adalah alat untuk mengurangi eksternalitas
negatif dengan mengenakan biaya pada aktivitas yang merugikan lingkungan.
OECD dan IMF menganjurkan pajak karbon sebagai langkah untuk
mengurangi emisi karbon dan menambah sumber pendapatan negara pasca-
pandemi. Pajak karbon bertujuan untuk menginternalisasi biaya lingkungan
yang saat ini tidak diperhitungkan dalam harga barang dan jasa (Maghfirani et
al., 2022). Dalam istilah Statistical Terms OECD, pajak karbon merupakan

turunan dari pajak pigovian dan kebijakan untuk menghitung biaya



lingkungan. Publikasi yang dirilis oleh OECD dan IMF, menganjurkan pajak
karbon sebagai solusi untuk menjaga iklim dan sebagai sumber pendapatan
baru setelah pandemi. Pajak karbon merupakan sebuah implementasi turunan
dari konsep Pigouvian tax atau pajak atas aktivitas perekonomian yang
menimbulkan eksternalitas negatif (Pigou, 1921). Mengingat upaya tersebut
telah dilakukan oleh negara-negara di belahan dunia dengan tujuan yang sama
yaitu mengurangi emisi karbon dan sekaligus menjadi potensi penerimaan
pajak. Pajak adalah sumber pendapatan bagi pemerintah yang digunakan
untuk kepentingan bersama. Semakin besar jumlah penerimaan pajak,
semakin meningkat pula pendapatan negara.

Penelitian Barus & Wijaya, (2022) menyatakan bahwa negara Finlandia
sebagai negara pertama yang memulai penerapan pajak karbon di tahun 1990
dengan mengenakan tarif sebesar US$ 1,20 per ton CO.e. Kebijakan tersebut
terbukti berhasil mampu memperoleh tambahan penerimaan pajak sebesar
US$800 juta dari pajak karbon. Sementara, negara Swedia telah menerapkan
pajak karbon sejak 1991 dengan tarif tertinggi di dunia sebesar $26 per ton
CO2¢e dan berhasil mengumpulkan penerimaan pajak karbon sebesar US$2,3
miliar atau setara dengan 32,7 triliun rupiah. Kedua negara tersebut
memberlakukan pajak karbon pada bahan bakar fosil yang menghasilkan
emisi karbon, baik digunakan untuk transportasi maupun tujuan pemanasan
(heating purpose). Bahan bakar fosil ini mencakup bensin, batu bara, minyak
diesel, dan gas alam. Penerapan pajak karbon di Swedia dan Finlandia

terbukti berhasil menekan emisi karbon dan menerapkan kebijakan lainnya



seperti earmarking dan insentif guna mempertahankan perekonomian negara
sehingga tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Data dari Global Carbon Project (2023) melalui Statista.com menunjukkan
bahwa Indonesia adalah salah satu dari enam negara penyumbang polusi
udara terbesar pada tahun 2022. Kualitas udara di Indonesia terpengaruh oleh
partikel halus yang diakui sebagai salah satu yang paling berbahaya dan
berdampak negatif pada kesehatan manusia. Polusi udara di Indonesia berasal
dari kebakaran hutan dan lahan, kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas
buang yang mengandung partikel halus seperti nitrogen dioksida (NOz) dan
karbon monoksida (COy), aktivitas industri dan pembangkit listrik,
penggunaan pupuk dan pestisida, serta pembakaran sampah. Hasil dari proses
pembakaran aktivitas itu sering disebut dengan emisi. Emisi ini lebih
mengacu pada hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam,
dan minyak yang dilepaskan ke udara. Data sign mart Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Gambar 1.2 menunjukkan

jumlah emisi karbon di Indonesia pada tahun 2010-2020.
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Gambar 1. 2 Grafik Emisi Karbon di Indonesia (2010-2020)

Gambar 1.2 menunjukkan emisi karbon di Indonesia dari tahun 2010
hingga 2019 mengalami peningkatan emisi. Oleh karena itu, diperlukan
penanganan melalui kebijakan yang efektif untuk meningkatkan komitmen
menjaga kelestarian bumi dan stabilitas suhu iklim global. Melalui Paris
Agreement yang telah ditandatangani oleh 195 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, disepakati tindakan bersama
untuk menekan produksi emisi karbon di seluruh dunia. Indonesia
berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon (net zero emission) pada tahun
2060 serta menargetkan penurunan emisi sebesar 29% secara mandiri dan
41% melalui dukungan internasional. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-
Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Bab IV, menetapkan peraturan pajak baru berupa Pajak Karbon (Carbon Tax).

Di Indonesia, pajak karbon ini merupakan instrumen kebijakan baru yang



akan diterapkan untuk mengurangi emisi karbon yang terus meningkat,
sehingga membantu pemerintah memenuhi komitmen dalam Perjanjian Paris
(Ntombela et al., 2019).

Keberhasilan negara-negara seperti Finlandia dan Swedia dalam
memanfaatkan pajak karbon sebagai alat untuk mengurangi emisi dan
memulihkan ekonomi dapat dicontoh oleh Pemerintah Indonesia. Penerapan
pajak karbon tidak hanya dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara,
tetapi juga untuk mengubah perilaku masyarakat dan industri menuju
aktivitas ekonomi hijau yang rendah emisi karbon. Pada masa pandemi
COVID-19, penurunan penerimaan pajak di Indonesia sebesar 2,97% terjadi
di Indonesia padatahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, di mana
pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus sebesar 2,41%. Oleh karena
itu, penerapan pajak karbon dapat dijadikan salah satu strategi untuk

mengatasi penurunan pendapatan negara sambil mendukung upaya penurunan

emisi karbon.
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Gambar 1. 3 Target Penurunan Emisi Karbon di Indonesia



Seperti terlihat pada Gambar 1.3, penurunan emisi dalam sektor energi
dan transportasi juga diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia. Awalnya,
penerapan pajak karbon direncanakan dimulai pada tanggal 1 April 2022 pada
perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, namun
pelaksanaannya ditunda hingga 1 Juli 2022 dan sampai saat ini penerapannya
belum terlaksana. Pelaksanaan pajak karbon dilakukan secara bertahap
dengan skema cap and tax dan tarif pajak karbon yang ditetapkan paling
rendah Rp 30,- per kg CO2e. Pajak karbon putaran pertama diberlakukan bagi
PLTU yang menghasilkan emisi melebihi batas yang ditentukan. Skema ini
dinilai kurang adil karena hanya diterapkan pada PLTU dan tidak pada
pembangkit listrik lainnya seperti tenaga surya (PLTS), bayu (PLTB), panas
bumi (PLTP), dan berbasis gas (PLTG) (Margono et al., 2022).

Sektor energi yang menghasilkan emisi tinggi masih diandalkan oleh
Indonesia. Deklarasi Global Coal to Clean Power Transition menegaskan
pentingnya percepatan penghapusan bahan bakar fosil. Target pemerintah
adalah agar bauran energi baru dan terbarukan mencapai 25% pada tahun
2025. Namun, pada tahun 2020, batu bara masih mendominasi bauran energi
nasional sebesar 38,04%, sementara energi terbarukan hanya mencapai
11,2%. Sektor transportasi juga diidentifikasi sebagai penyumbang utama
emisi karbon di Indonesia, dengan penggunaan bahan bakar minyak yang
menghasilkan polutan signifikan. Jika tidak ada tindakan signifikan,
diperkirakan emisi karbon dari sektor transportasi akan meningkat dua kali

lipat dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, dengan dampak signifikan



terhadap perubahan iklim global. Masalah transportasi darat di Indonesia juga
dinilai memiliki dampak sistematik yang luas (Hendratmoko & Dewantoro,
2018).

Potensi penerimaan pajak karbon dan dampaknya terhadap pendapatan
negara telah ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Potensi penerimaan
negara dari pajak karbon diperkirakan oleh Irama (2019) mencapai Rp 3,03
Triliun dengan menggunakan data emisi dari Trucost, Bloomberg, dan
Reuters/Refinitiv. Selanjutnya, potensi penerimaan negara dari pajak karbon
di Indonesia dikaji oleh Saputra (2021) dengan menggunakan benchmark tarif
dari penerapan pajak karbon di Afrika Selatan. Sementara itu, potensi
penerimaan diidentifikasi oleh Pratama et al. (2022) dengan menggunakan
data emisi karbon sektor energi dari 2010-2019 (Laporan Inventaris Emisi
GRK Kementerian ESDM dan Kementerian LHK). Dampak pajak karbon
terhadap penerimaan negara dan pencapaian SDGs di Indonesia disoroti oleh
penelitian Meila et al., (2024). Aspek ekonomi, politik, dan sosial dari
penerapan pajak karbon dianalisis oleh Adyana (2023). Dari sisi hukum,
ditemukan oleh Sutanto et al., (2023) bahwa pemerintah Indonesia masih
perlu mempersiapkan diri secara matang untuk menerapkan pajak karbon dari
sisi hukum dan juga mekanisme pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian Selvi et al., (2020) menekankan urgensi penerapan
pajak karbon di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian Salim & Sidiq (2022)
juga mengkaji dampak pajak karbon terhadap kelangsungan bisnis di

Indonesia. Penelitian Maghfirani et al., (2022) menemukan bahwa tantangan



yang akan dihadapi Indonesia dari penerapan pajak karbon adalah timbulnya
distorsi ekonomi dan dampak pada rumah tangga berpendapatan rendah.
Selain itu, penelitian Tjoanto & Tambunan (2022) menemukan hasil
penelitian bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses
implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia disebabkan oleh faktor
sistem politik dan tata kelola, pengaruh bisnis dan ekonomi, serta resistensi
masyarakat.

Namun, penelitian mengenai potensi penerimaan pajak karbon
berdasarkan emisi dari perusahaan sektor transportasi dan energi di Indonesia
masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada
"Potensi Penerimaan Pajak Karbon dan Dampak Penerapan Pajak Karbon
terhadap Perusahaan di Indonesia” untuk mengeksplorasi lebih dalam
mengenai potensi penerimaan pajak karbon serta dampaknya terhadap

perusahaan di Indonesia.

. Rumusan Masalah

Latar belakang terkait fenomena tingginya emisi karbon yang dihasilkan
pada sektor energi dan transportasi di Indonesia diulas lebih dalam sehingga
kebijakan terkait dengan pajak karbon sebagai bentuk potensi penerimaan
pajak dapat muncul dan mengantarkan pada rumusan masalah penelitian.
Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor energi
dan transportasi melalui penerapan pajak karbon ditelusuri lebih lanjut oleh

peneliti. Berdasarkan pemaparan fenomena tersebut dan terdapatnya



10

ketidakpastian hasil penelitian terdahulu maka permasalahan dalam kajian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa potensi penerimaan pajak karbon khususnya pada perusahaan
sektor energi dan transportasi di Indonesia?

2. Bagaimana dampak penerapan pajak karbon terhadap perusahaan sektor

energi dan transportasi di Indonesia?

C. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor energi dan transportasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan konsisten menerbitkan laporan
berkelanjutan (sustainability report). Penelitian ini mencakup periode waktu
sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan hingga tahun 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:
a. Menghitung besaran potensi penerimaan pajak karbon khususnya
pada perusahaan sektor energi dan transportasi di Indonesia.
b. Mendeskripsikan dampak penerapan pajak karbon pada perusahaan
sektor energi dan transportasi di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :
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a. Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan
bagi Kementerian Keuangan dalam menetapkan kebijakan
penerimaan pajak karbon dan bagi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dalam memantau emisi.
Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan membantu wajib pajak dalam

memahami dampak kebijakan pajak karbon terhadap keuangan
perusahaan, tanggung jawab sosial, serta membantu untuk
pengambilan keputusan bisnis dari wajib pajak terkait.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam
melakukan penelitian sejenis dalam bidang perpajakan,
khususnya pada pengoptimalan penerimaan pajak, Mahasiswa
sebagai agen perubahan diharapkan dapat membawa perubahan
atau reformasi dalam memberikan pemahaman kepada

masyarakat lainnya.



BABV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini mengkaji potensi penerimaan pajak karbon dari sektor energi
dan transportasi di Indonesia serta dampak implementasinya. Dari analisis
data laporan berkelanjutan dan wawancara, ditemukan bahwa potensi
penerimaan pajak karbon dari perusahaan sektor energi dan transportasi di
Indonesia cukup besar dengan tarif Rp 30,00 per KgCO2e yang dapat
dihitung yaitu sebesar Rp 6.313.166.339.448 pada periode 2021 hingga 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon dapat memberikan
kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, dengan
mempertimbangkan fluktuasi emisi karbon setiap tahunnya, meskipun
memberikan Kkontribusi tambahan terhadap penerimaan negara, namun
kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan pajak.

Penerapan pajak karbon diperkirakan akan memiliki beberapa dampak
terhadap perusahaan sektor energi dan transportasi di Indonesia baik itu
secara ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat membantu Indonesia
mengurangi emisi karbon serta mencapai target Net Zero Emission pada tahun
2060. Secara keseluruhan, penerapan pajak karbon ini memiliki potensi besar
untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong perusahaan menuju
praktik yang lebih berkelanjutan, meskipun juga memerlukan strategi untuk

mengelola dampak ekonomi dan sosial yang timbul.
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B. Implikasi
1. Penelitian Lanjutan
Penelitian lanjutan diharapkan membahas tentang kebijakan fiskal
yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari emisi karbon. Hal ini
penting untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai cara-
cara optimal dalam pengenaan pajak karbon serta implementasinya di
Indonesia.
2. Kebijakan Pemerintah
Dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat segera menerapkan
pajak karbon dan menyusun aturan pajak karbon yang lebih jelas dan rinci.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target Net
Zero Emission di tahun 2060 serta mendorong penggunaan energi yang

lebih ramah lingkungan.

C. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Pengembangan Kebijakan Pajak Karbon
Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pajak karbon yang
komprehensif dan jelas, mencakup semua sektor yang menghasilkan
emisi karbon secara signifikan. Selain itu, perlu ada mekanisme
pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa emisi yang dihasilkan
dapat diukur dan dipantau dengan akurat sehingga dapat menjadi regulasi

pembuatan laporan keberlanjutan.
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2. Edukasi dan Sosialisasi
Perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan dan
masyarakat mengenai pentingnya pajak karbon dan dampaknya terhadap
lingkungan. Ini termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang
beralin ke energi ramah lingkungan serta sanksi bagi yang tidak
mematuhi.
3. Dukungan Infrastruktur
Pemerintah perlu menyediakan dukungan infrastruktur yang
memadai untuk mengimplementasikan pajak karbon, termasuk alat ukur
emisi yang canggih dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Hal ini
akan memastikan bahwa penerapan pajak karbon berjalan efektif dan

efisien.
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